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ABSTRAK 

ANALISIS HUKUM PENATAAN DESA DIKABUPATEN ROKAN HULU 
(STUDI KASUS DESA PERSIAPAN TRANSMIGRASI KECAMATAN 

KEPENUHAN). 
 

Di kutip dari sansekerta desa secara etimilogi disebut tanah air, tanah asal, 
atau tanah kelahiran yang berkedudukan tempat tinggal nya penduduk yang 
memerlukan tatanan kehidupan yang baik untuk mendapatkan penghidupan yang 
layak. Untuk di tata kelolah penduduknya dan tempat tinggalnya serta sosial 
kemasyarakatannya untuk terwujudnya penataan desa yang terstruktur dalam 
bentuk pengaturan-pengaturan yang di atur negara agar pelaksanaan penataan desa 
tercapai untuk pembangunan sumber daya manusia dan alam. Desa merupakan 
wilayah otonomi terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantara adalah 
kondisi kultur, masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Di beberapa desa 
masih memegang teguh adat, sehingga perlu tetap di jaga dan di lestarikan kondisi 
unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan 
menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial masyarakat, adat di 
desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, 
sehingga modrenisasi dan kesejahteraan yang di harapkan dari pembangunan 
tidak merusak nilai-nilai keaslian wilayah masyarakat desa. Terhadap desa perlu 
tatatan pengelolaan yang kondusif terkait pelaksanaan undang-undang nomor 6 
tahun 2014, sebagaimana di atur dalam PP.No.43/2014 pasal 10, yang mana 
sangat perlu untuk di atur memenuhi hak-hak penduduk desa dalam pelayanan 
publik yang berkeadilan dan merata, terutama penduduk desa transmigrasi yang 
belum menikmati dan merasakan pemerataan pembangunan desa dan wilayahnya. 
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ABSTRACT 

LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE ARRANGEMENT IN ROKAN HULU 
DISTRICT (CASE STUDY OF TRANSMIGRATION PREPARATION 

VILLAGES). 
 

Quoted from Sanskrit, the village is etymologically called the homeland, 
the land of origin, or the place of birth which is located where residents live who 
need a good life order to get a decent living. For the management of the 
population and their residence as well as society for the realization of a 
structured village order in the form of an order regulated by the state so as to 
achieve the implementation of a village order for human and natural 
development. resource. The village is the smallest autonomous region that has its 
own uniqueness among the cultural conditions of the people who are still thick 
with tradition. In some villages they still adhere to their customs, so this unique 
condition needs to be maintained and preserved. Government policies regarding 
villages must pay attention to and maintain the natural integrity of the village, so 
that the social values of the community, customs in the village are not eroded by 
changes that occur in the development process, so that it is hoped that 
modernization and prosperity from development will not damage the original 
values of the community's territory. village. Villages need a conducive 
management system related to the implementation of law number 6 of 2014 as 
stipulated in PP.No.43/2014 article 10, which is very necessary to regulate the 
fulfillment of village community rights in fair and equitable public services. , 
especially residents of transmigration villages who have not enjoyed and felt the 
equitable development of their villages and territories. 


